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ABSTRAK

Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban
Perpajakan UMKM di Kecamatan Medan Denai

Ade Dzikra Khairani
Program Studi Akuntansi
Email : adedzikra2016@gmail.com

Permasalahan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di
Kecamatan Medan Denai kurang paham dalam membayar pajak dan tidak
mengetahui tarif pajak serta Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan
Peraturan Pemerintah yang baru Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan perubahan Peraturan Pemerintah
No. 23 Tahun 2018 serta untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan
pemahaman Wajib Pajak yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki
NPWP. Jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara langsung.
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan
Medan Denai terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan masih rendah.
Tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan menjadi salah
satu faktor penyebab tidak patuhnya dalam melaksanaka kewajiban membayar
pajak. Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai masih
rendah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas dasar
pengenaan tarif 1% dari omset bruto.

Kata Kunci : Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, Peraturan
Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Kewajiban Perpajakan.
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ABSTRACT

Analysis of The Understanding of UMKM Taxpayers about
UMKM Tax Obligation in Medan Denai Subdistrict

Ade Dzikra Khairani
Program Studi Akuntansi
Email : adedzikra2016@gmail.com

The problems on the research are the taxprayer UMKM Medan Denai
District didn’tknow how to pay their tax and didn’t understand how to pay their
tax rates andalso the Government Regulation No. 46,2013 and Government
RegulationNo.23, 2018 also taxpayerUMKM. The aims of theresearch is to know
the level of understanding of taxpayer toward tax obligationabout Government
Regulation No. 46, 2013 and the UMKM taxprayer ofchange of Government
Regulation No. 23, 2018 and to find out of difference in knowledge
andunderstanding of taxpayers who havean NPWP and those who don’t have an
NPWP. This type of research is a qualitative descriptive approach. Data
collection techniques in this study were direct interviews and with documentation
of data analysis techniques in this study was descriptive analysis.

The result of this research is that understanding of UMKM taxpayers in
Medan Denai District to wards general provisions and tax procedures is still low.
The level of perpetrators’ awareness of tax obligations is on of the factors
causingnon-compliance in carrying out tax obligations. The understanding of
taxpayers in Delitua District is still low with the existence of Government
Regulation No. 46,2013 on the basis of the imposition of 1% rate of gross
turnover. The realizationthat is still not fully implemented in its entirety.

Key Words: Government Regulation No. 46, 2013, Government Regulation
No.23, 2018, Tax Obligations.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling besar
bagi kelangsungan pembangunan negara kerena pajak mempunyai peranan
penting termasuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran
pembangunan. Pajak memiliki fungsi dan berperan penting terhadap kesejahteraan
Negara dan masyarakat. Pajak memiliki fungsi finansial (budgetair) yaitu,
memasukkan uang ke kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran negara. Selain itu pajak juga mempunyai fungsi sebagai pengatur
(regulerend) vyaitu, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat

dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Karena peranan pajak sangat penting untuk pengeluaran negara maka harus
tercapainya penerimaan pajak sesuai dengan rencana setiap tahunnya. Defenisi
pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (KUP) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Naik atau turunnya perekonomian di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa

faktor, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan UUD



1945 pasal 33 ayat 4, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan
bagian dari perekonomian nasional yang mandiri dan memiliki potensi besar
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan UMKM memiliki peran yang

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

“Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sering disebut juga UMKM adalah
bentuk usaha yang dikelola oleh orang atau sekelompok orang dengan sejumlah
modal tertentu dan mendirikan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba
dengan kemampuan mengembangkan proses bisnis yang fleksibel.” (Sony

Warsono et al., 2010:5).

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia sangatlah
besar, dan merupakan salah satu pilar perekonomian negara hal ini dapat dilihat
dari angka pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang setiap tahunnya
bertambah, hal ini dapat menjadi momentum untuk sektor ekonomi Indonesia agar
bisa bertumbuh, dan dengan bertumbuhnya angka pelaku UMKM juga menjadi
hal positif, dikarenakan dengan banyaknya pelaku UMKM akan membuat
banyaknya lapangan kerja yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang
banyak sehingga mengurangi angka pengangguran dan membantu pertumbuhan

ekonomi Indonesia.

Dibalik besarnya pertumbuhan UMKM ini, adanya permasalahan yang sering
diabaikan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu pembayaran
pajak. Hal ini dikarenakan pelaku UMKM tidak paham atau tidak mengetahui

tentang tata cara pengisian SPT, tidak mengetahui tata cara pelaporan SPT bahkan



tidak mempunyai NPWP sehinga sulit memenuhi kewajiban perpajakan yang ada.
Disiplin dalam melakukan pembukuan masih sangat asing di Indonesia, yang
mengakibatkan sulitnya untuk mengetahui perkembangan usaha. Hanya
perusahaan besar atau yang telah masuk ke Bursa Efek (Go Public) umumnya
secara kontinyu melakukan pembukuan dengan baik bahkan laporan keuangannya
disusun oleh Akuntan Publik. Informasi Akuntansi sangat dibutuhkan dalam
pengambilan keputusan apakah usaha tersebut dapat bertahan hidup atau tidak.
Akan tetapi praktek akuntansi keuangan pada Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) masih sangat rendah, memiliki banyak kelemahan dan pembukuan yang
tidak jelas sehingga dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dan kewajiban

mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pada peraturan sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan
dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran
Bruto tertentu dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara
sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM).

Peraturan ini dimaksud untuk memberi kemudahan dan penyederhanaan
perhitungan pajak penghasilan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan melaporkan
penghasilannya dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi

dalam penyelenggaraan negara.



Berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebelumnya,
Presiden Joko Widodo menyosialisasikan revisi peraturan PPh Final UMKM
terbaru untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan
Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau
perseroan terbatas yang memiliki dan menerima peredaran bruto tidak melebihi

Rp. 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

Aturan pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM direvisi
terutama tarif yang sebelumnya 1% turun menjadi 0,5%. Tarif revisi peraturan
perpajakan tersebut disahkan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018
pada 8 Juni 2018 lalu dan diberlakukan mulai 1 Juli 2018. Disahkannya Peraturan
Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut PP 46
Tahun 2013. Adanya pemotongan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% ini dapat
mengurangi beban pajak para pelaku UMKM dan sisa omset bersih setelah

dipotong pajak bisa dipakai pengusaha untuk mengembangkan usahanya.

Syarat tarif pajak 0,5% hanya berlaku pada UMKM yang memiliki peredaran
bruto tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam satu tahun seperti usaha dagang,
industri jasa seperti kios/toko/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel,
penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Ataupun berlaku
untuk UMKM konvensional atau offline maupun yang bejualan di toko online

(marketplace atau media sosial).

Pada Juli 2018 mulai diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23

Tahun 2018. Perubahan tersebut merupakan respon positif dari Pemerintahan atas



keluhan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tarif UMKM
yang dibanderol sebesar 1% dari omset bruto sekarang dipotong menjadi 0,5%.
Berbeda dengan PP No. 46 Tahun 2013 sebelumnya, peraturan penggantinya yaitu
PP No. 23 Tahun 2018 mengatur mengenai batas waktu dalam melaksanakan
Pajak Penghasilan yang bersifat final, yaitu 7 (tujuh) tahun Pajak bagi Wajib
Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau tahun pajak
berlakunya Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum

berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki potensi
yang sangat besar dilihat dari tingkat pertumbuhannya yang terus meningkat
sekitar 20,2% dari tahun 2005 sampai 2012 (BPS, 2016). Sayangnya terdapat miss
match antara potensi yang tinggi dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) dengan kepatuhan pajaknya (Nurpratiwi et al., 2013). Penerimaan pajak
total yang memiliki porso 80% lebih terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya

sebesar kurang lebih 0,5%.

Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan jika Wajib Pajak paham
akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dari hasil observasi peneliti
terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan
dengan wawancara langsung sebanyak 15 responden pelaku Usaha Mikro Kecil
dan Menengah, dari Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di
wilayah Medan Denai terdapat beberapa orang responden dari 15 responden yang

menjawab bahwasanya masih ada dari mereka yang belum mengetahui bagaimana



cara membuat laporan keuangan dan tata cara perpajakan yang benar. Usaha yang
mereka jalankan tidak jarang mengalami kerugian, oleh sebab itu mereka belum
konsisten dalam membayar kewajiban perpajakannya. Selain itu mereka juga
maasih belum mengetahui tentang Undang-Undang perpajakan bagi Wajib Pajak
dan berapa tarif yang harus dibayarkan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu
responden yang peneliti wawancarai “saya sudah lama menjalankan usaha ini dan
tidak pernah membayar pajak, dan saya juga tidak mengetahui Peraturan
Pemerintah yang mengatur tentang tarif pajak”. Sebagaimana dijelaskan tarif
pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% diatur dalam

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

Para pelaku juga menjelaskan bahwa mereka belum mengetahui perubahan
Peraturan Pemerintah tentang penurunan tarif Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) sebesar 0,5% dari omset yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.
23 Tahun 2018. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di
Kecamatan Medan Denai sebanyak 400 pelaku UMKM diantaranya
dagang/sembako/UD, jasa, penjual makanan dan minumam, penjualan pakaian
dan sepatu, serta usaha depot air minum. Berikut pengelompokan jenis UMKM di

Kecamatan Medan Denai :



Tabel 1.1
Data Pengelompokan UMKM di Medan Denai

Jenis Usaha Jumlah
Dagang/sembako/UD 136
Jasa 56
Usaha Makanan/Minuman 157
Depot Air Minum 14
Usaha Jual Pakaian 37
Total 400

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan wawancara tahap awal hanya
kepada 20 pelaku UMKM dari 400 pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai.
Pada tahap awal wawancara ini hanya 5 pelaku UMKM yang mengetahui adanya
Peraturan Pemerintah Perpajakan dan sebagian besar menyatakan belum
memahami aturan perpajakan secara umum serta tata cara perpajakan untuk
melakukan perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak dan pengisian
SPT. Selain itu mereka juga menjalaskan bahwa seharusnya pelaku UMKM tidak
wajib untuk membayar pajak dan seluruhnya mengungkapkan bahwa mereka
belum mengetahui adanya perubahan Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM
sebesar 0,5% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Dari
yang di wawancarai belum paham tentang pembayaran pajak serta tarif pajak
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tetang pemahaman wajib pajak
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kecamatan Medan Denai.
Seperti teori (Ningsih et al., 2020) menyatakan bahwa “beberapa indikator yang

menjadi tolak ukur wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan



perpajakan, yaitu pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara
perpajakan dan pengetahuan tentang sistem perpajakan. Kondisi ini mendorong
peneliti untuk menemukan berbagai informasi bagaimana pengetahuan dan

pemahaman pelaku UMKM terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018.”

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui tingkat
pemahaman oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentang
kewajiban perpajakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berdasarkan
uraian dalam latar belakang diatas menjadi dasar penelitian untuk mengambil
judul penelitian “Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang

Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Medan Denai.”

1.2. Idetifikasi Masalah

Langkah utama yang harus diperhatikan dalam rencana penelitian yaitu
mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh objek-objek yang
akan diteliti. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengidentifikasi masalah

sebagai berikut:

1. Sebagian besar Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
tidak mengetahui tentang cara pengisian SPT.

2. Sebagian besar Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
tidak mengetahui tentang cara pelaporan SPT.

3. Sebagian besar Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)



tidak mempunyai NPWP.
4. Sebagian besar Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
tidak membayar pajak.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan malasalah yang diuraikan diatas, perumusan masalah

untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) tentang tata cara pengisian SPT?

2. Bagaimana pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) tentang cara pelaporan SPT?

3. Bagaimana pemahaman dan pengetahuan dari Wajib Pajak yang
mempunyai NPWP dengan tidak mempunyai NPWP?

4. Bagaimana pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak Usaha Mikro
Kecil dan Menengah yang membayar pajak dengan tidak membayar

pajak?

1.4. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :
1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil
dan Menengah tentang cara pengisian SPT.
2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil

dan Menengah tentang cara melaporkan SPT
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3. Untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak
yang mempunyai NPWP dengan yang tidak mempunyai NPWP.
4. Untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak

yang membayar pajak dengan yang tidak membayar pajak.

1.5. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan
memberikan konstribusi pada pengembangan ilmu ekonomi/akuntansi
khususnya yang berkaitan dengan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan peneliti mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Selain itu dapat
menambah kemampuan dan ketrampilan berpikir dalam hal penyelesaian

masalah sehingga dapat bermanfaat dimasa depan.
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b. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diaharapkan dapat digunakan sebagai salah satu
sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk
penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan pajak

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi
dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru
dalam penelitian. Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahandalam
memperluas pengetahuan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi praktis bagi para pembayar pajak atauWajib Pajak
terutama Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), para
penasehat atau Konsultan Pajak, para pembuat Undang-Undang dan
Peraturan Perpajakan dalam pengembangan sistem perpajakan yang lebih
baik, baik dari segi pengelolaan administrasi, maupun dari segi
kewajarannya serta dapat membantu manajemen perusahaan dalam
menganalisis cara-cara yang dapat memfasilitasi fungsi kepatuhan pajak

perusahaan itu sendiri.



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Dan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat
timbal balik secara langsung guna untuk keperluan negara bagi kemakmuran
rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara dan yang berhak memungut
pajak hanyalah negara. luran tersebut merupakan uang (bukan barang)
dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan
pelaksanaannya. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara
langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan

adanya kontraprestasi individual pemerintah. Dan digunakan untuk

13
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membiayai rumah tangga negara, Yyakni pengeluaran-pengeluaran yang

bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo dalam jurnalnya “pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak
merupakan iuran rakyat yang berupa uang kepada negara yang dilandaskan
berdasarkan Undang-Undang dan bersifat memaksa tanpa adanya imbalan
secara langsung, dipergunakan untuk keperluan negara yang bermanfat bagi

masyarakat luas.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak
memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak
perpajakannya (Jayanto, 2010). Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan
wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib
pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban
perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Faisal, 2019).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban

perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan
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berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar dan membayar pajak tepat
pada waktunya (Zain dalam Wijoyanti 2010:40) (Adiman & Miftha, 2020).
Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan
yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi
bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya
diberikan secara sukarela. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 192/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 wajib pajak patuh
adalah wajib pajak yang memenuhi Kriteria tertentu sebagai wajib pajak patuh
pertama Yyaitu persyaratan tepat waktu dalam menyampaikan surat
pemberitahuan, selanjutnya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua
jenis pajak, laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntansi Publik atau
Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah, dan tidak pernah dipidana
karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Kepatuhan pajak
merupakan kepatuhan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap

peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.

Menurut (Simon James dalam Gunaidi, 2005) “Kepatuhan Pajak (Tax
Compliance) adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi
kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan
pemeriksaan, investigasi seksam (obtrusiver inestigasi) peringatan, taupun

ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”.
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Sebagai warga negara yang baik kita mempunyai kewajiban yang
harus dipenuhi, yakni membayar pajak. Patuh terhadap kewajiban membayar
pajak merupakan tindakan yang mencerminkan kesadaran terhadap ketertiban
kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan melakukan pembayaran dan
pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang
bersangkutan.

Kepatuhan wajib pajak bisa diukur dari pemahaman terhadap semua
peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap
dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar
dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Menurut Menteri
Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa “kepatuhan perpajakan
adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan
perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Kepatuhan dikemukakan oleh Tyler (1990) yang menyatakan bahwa
“terdapat dua perspektif pokok tentang kepatuhan antara lain instrumental dan
normatif. Pengertian instrumental memproyeksikan seseorang dengan penuh
terdorong karena keperluan sendiri. Perspektif normatif mendefenisikan
pendapat orang lain menjadi moral dan bertentangan dengan kebutuhan
pribadi.”

Sedangkan kepatuhan menurut Chaplin (1989) adalah “sebagai
pemuasan, mengalah, tunduk, rela memberi, menyerah, mengalah, membuat

sebuah keinginan sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai yang di inginkan



17

orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri disebutkan
bahwa patuh adalah tunduk terhadap pemerintah atau aturan dan berdisiplin”

(Manurung, 2019).

2.1.3 Kiriteria Wajib Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
192/PMK.03/2007/ tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu. Wajib
Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak patuh apabila
memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Dengan kata
lain, tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan
dalam 3 tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali
tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda
pembayaran pajak.

3. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga
pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan
materil secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan.

4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana

dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
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2.1.4 Kewajiban Perpajakan

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakantelah mengakomodir mengenai hak dan kewajiban wajib pajak.
Kewajiban dimaksud yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak meliputi
kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran, pemotongan /
pemungutan, dan pelaporan pajak, kewajiban dalam hal dilakukan
pemeriksaan pajak, dan kewajiban memberikan data. Kewajiban perpajakan
memenuhi dua syarat,yaitu :

1. Kewajiban pajak subyektif ialah kewajiban pajak yang melihat
orangnya. Misalnya : semua orang atau badan hukum yang berdomisili
di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subyektif.

2. Kewajiban pajak obyektif ialah kewajiban pajak yang melihatpada hal-
hal yang dikenakan pajak. Misalnya : orang atau badanhukum yang
memenuhi kewajiban pajak kekayaan adalah orangyang punya
kekayaan tertentu, yang memenuhi kewajiban pajakkendaraanialah
orang yang punyakendaraan.

Dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya, Wajib Pajak
mengeluarkan sejumlah biaya yang biasa disebut dengan Compliance
Cost.ldealnya, biaya - biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak tersebut
tidak memberatkan Wajib Pajak dan tidak menjadi faktor penghambat Wajib
Pajakdalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tax
compliance costbukan hanya dalam artian uang (direct money cost), tetapi

juga waktu (timecost) dan pikiran (psychological cost). Tingginya biaya
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kepatuhan pajak dapat menyebabkan Wajib Pajak enggan untuk membayar
pajak.

Dalam upayanya agar mampu meningkatkan penerimaan pajak
secara sukarela, maka Negara dalam hal ini Pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini mempunyai nilai
lebih yaknitarif yang lebih kecil dibandingkan tarif sebelumnya yakni
sebesar 1% yangdipotong dari pendapatan kotor. Peraturan ini berlaku baik
untuk wajib pajak pribadi maupun Wajib Pajak badan yang mempunyai
pendapatan kotor kurangdari 4.800.000.000,00 yang dibatasi pada
penghasilan usaha.

Dalam upayanya agar mampu meningkatkan penerimaan pajak
secara sukarela, maka Negara dalam hal ini Pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini mempunyai nilai
lebih yakni tarif yang lebih kecil dibandingkan tarif sebelumnya yakni
sebesar 1% yang dipotong dari pendapatan kotor. Peraturan ini berlaku baik
untuk wajib pajak pribadi maupun Wajib Pajak badan yang mempunyai
pendapatan kotor kurang dari 4.800.000.000,00 yang dibatasi pada
penghasilan usaha.

Pada bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan
barutentang perpajakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang
tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi Usaha
MikroKecil Menengah (UMKM) dalam Peraturan Pemerintah tersebut

sebesar 0,5%dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan
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untuk menstimulus bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),
mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan.

Pengenaan tarif pajak final lama bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) sebesar 1% dinilai memberatkan pelaku Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) dan sering dikeluhkan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM). Kebijakan insentif pajak Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) memberikan keringanan pajak bagi pelaku Usaha
Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Dari
sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya
pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baru untuk berkembang dan
memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya
beban biaya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk dapat digunakan

dalam ekspansi usaha (Intan, 2019).

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan yang
memberi tanggung jawab kepada pemerintah (fiskus) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri
Official Assessment System yaitu:
1) Tanggungjawab untuk menentukan besarnya pajak terutang ada

pada fiskus.

2) Wajib pajak bersifat pasif.
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3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak
oleh fiskus.

2. Self Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menentukan
sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-ciri Self Assessment System
yaitu:

1) Tanggung jawab untuk menentukan besarnya pajak terutang ada
pada Wajib Pajak sendiri.

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan
melaporkan sendiri pajak terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. Withholding System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi tanggung jawab kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan
bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri Withholding System
yaitu: Tanggung jawab menentukan besarnya pajak yang terutang

ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6 Pemahaman Wajib Pajak
a. Pengertian Pemahaman Wajib Pajak
Pemahaman wajib pajak sangatlah mempengaruhi wajib pajak dalam
memenuhi  kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman dan

pengetahuan Wajib Pajak terhadap ketentuan Peraturan-peraturan
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Perundang-undangan Perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa tidak

memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pemahaman wajib pajak dapat

diartikan sebagai suatu proses pembuatan, atau cara yang dilakukan Wajib

Pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami akan informasi pajak.

b. Indikator Pemahaman Wajib Pajak

Terdapat beberapa indikator Wajib Pajak mengetahui dan memahami

kewajiban perpajakan, yaitu:

1.

Kewajiban memiliki NPWP, setiap Wajib Pajak yang memiliki
penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh
NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban
sebagai Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengetahui
kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan
melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.

Pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan. Semakin
tahu dan paham Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan
maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi
yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan mereka.
Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak. Aturan pajak
yang biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM (Usaha Mikro,
Kecil, Menengah) direvisi terutama tarif yang sebelumnya 1%
turun menjadi 0,5%. Revisi peraturan perpajakan tersebut

disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
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Disahkannya PP 23 Tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan
mencabut PP 46 Tahun 2013.

5. Pengetahuan dan pemahaman bagaimana cara menyusun laporan
keuangan, dikarenakan penghasilan Wajib Pajak UMKM sudah
termasuk penghasilan bruto maka jika sudah menyusun laporan

keuangan dengan baik maka pembayaran pajak juga bisa lebih.

2.1.7 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Dalam rangka memperluas cakupan pembayaran pajak, pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 tentang pajak
penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak pribadi atau Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang memiliki
peredaran bruto tertentu. Peraturan pajak ini terbit per 12 Juni 2013 dan mulai
berlaku per 1 Juli 2013 berlaku untuk Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) yang mempunyai omset kurang dari Rp. 4,8 miliar pertahun.

Besarnya pajak adalah 1% dari nilai omset bulanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang
dimaksud Subjek Pajak adalah orang pribadi dan badan yang menerima
penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto dibawah 4,8 miliar dalam satu
tahun pajak. Wajib Pajak mengikuti jangka waktu satu tahun pajak sesuai
dengan kalender kecuali jika Wajib Pajak tersebut menggunakan tahun buku

lain yang berbeda dengan tahun kalender.
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Sementara yang dimaksud sebagai Non Subjek Pajak dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah orang pribadi yang menjalankan
aktivitas perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana bongkar pasang
serta memanfaatkan tempat umum. Aktivitas perdagangan atau jasa yang
dimaksud termasuk pedagang asongan, pedagang keliling, warung tenda kaki

lima, dan lain sebagainya.

Non Subjek Pajak lainnya adalah badan yang belum beroperasi secara
komersial atau beroperasi dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi
komersial, tetapi telah menerima peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar. Kedua
kategori Non Subjek Pajak tersebut baik orang pribadi maupun badan yang
telah dijelaskan wajib menjalankan ketentuan perpajakan sesuai dengan UU

KUP maupun UU PPh.

2.1.8 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki
sistem perpajakan yaitu menerbitkan Peraturan Pemerintah yang baru untuk
menggantikan Peraturan Pemerintah yang lama yang diterbitkan dan
diberlakukan mulai Juli 2018 sebesar 0,5%. Pemerintah telah menetapkan
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki
perearan bruto tertentu. Peraturan tersebut mengatur perlakuan terhadap

penghasilan tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dari peredaran bruto.
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Tujuan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini adlah sebagai
masa pembelajaran bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai pajak
penghasilan dengan rezim umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah baru ini yaitu untuk mendorong
masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara
memberikan kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak untuk membayar
pajak penghasilannya dan untuk meningkatkan pemahaman tentang
perpajakan bagi masyarakat dan Peraturan Pemerintah baru ini diharapkan
akan mengurangi beban PPh dari 1% turun menjadi 0,5%. Dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah baru ini pemerintah berharap
meningkatnya partisipasi dalam pembayaran pajak, kepatuhan dan

kesukarelaan bagi masyarakat dalam membayar pajak.

2.1.9 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah unit usaha yang
beridiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua
sektor ekonomi. Pada umumnya ada perbedaan antara Usaha Mikro (Umi),
Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) yang dinilai dari aset awal
(tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah

pekerja tetap.
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UMKM memiliki Undang-Undang tersendiri. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang disahkan oleh
Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Juli 2008 di

Jakarta. Isi dari Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan
atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi
kriteria kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.

a. Kiriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki

Kriteria, yaitu:
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Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling
banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih
dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliyar lima ratus juta
rupiah).

Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliyar rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil
penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliyar lima
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

50.000.000.000,00 (lima puluh miliyar rupiah).

Tarif Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Tarif merupakan jumlah yang digunakan untuk menentukan

kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Besarnya jumlah

pajak terutang akan naik jika penghasilan Wajib Pajak meningkat. Tarif
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pajak ini digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus

dibayar dalam bentuk persentase.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementrian mengenai PP Nomor

23 Tahun 2018 mengatakan bahwa penggunaan tarif ini memiliki batas

waktu, antara lain:

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selama 7 Tahun.

2. Wajib Pajak Badan berpentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer

atau Firma selama 4 tahun.

3. Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3

tahun.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel

Penelitian Terdahulu

Peneliti

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Dinda Risma Swari

Pengaruh Perubahan Tarif
dan Sanksi Pajak
Terhadap Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa perubahan tarif
dan sanksi pajak berpengaruh positif
terhadap tingkat kepatuhan wajib

Pelaku Usaha Mikro | pajak UMKM baik secara simultan
Kecil Dan Menengah | maupun persial di Kecamatan Percut
(UMKM) Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Shafira Sri Ningsih
Fitriani Saragih

Pemahaman Wajib Pajak
Pelaku UMKM Mengenai
Peraturan Pemerintah
Tentang PP NO. 23 Tahun
2018 Tentang Ketentuan
Pajak UMKM

Pemahaman Wajib Pajak pelaku
UMKM tentang ketentuan dan tata
cara perpajakan khususnya tentang
PP Nomor 23 tahun 2018 pada
pelaku UMKM di kecamatan Medan
Barat Kota Medan masih rendah
serta pengetahuan wajib pajak
pelaku UMKM tentang sistem
perpajakan self assesmentsystem
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juga masih rendah karena wajib
pajak tidak mengetahui bagaimana
cara menghitung, menyetor, dan
melapor  jumlah  pajak  yang
ditanggung termasuk pengenaan
sanksi pajak.

Hafsah Penggunaan  Akuntansi
Zulia Hanum Dalam Menjalankan
Usaha Bagi Pelaku Usaha
Mikro Kecil Menengah
(UMKM) Di Kelurahan
Gedung Johor Kecamatan
Medan Johor

Pemahaman akuntansi akan
memberikan manfaat bagi mereka
dalam hal pengelolaan keuangan
UMKM.  Pelatihan  penyusunan
laporan keuangan yang sederhana
berdasarkan pada keadaan yang
sebenarnya di dalam bisnis UMKM
dan penggunaan pendekatan yang
tepat akan menjadikan pengelola
UMKM  memahami  pembukuan
secara mudah dan cepat. Pemahaman
terhadap akuntansi diharapkan akan
membantu pengelola UMKM untuk
mengelola sumber dana secara tepat
dan efisien sehingga UMKM dapat
berkembang lebih baik dan dapat
meningkatkan ~ kinerja ~ UMKM.
Dengan keahlian dalam membuat
pembukuan bagi pelaku usaha
diharapkan para pengelola UMKM
bisa menyusun laporan keuangan
untuk usahanya. Laporan ini bisa
digunakan  untuk  menganalisa
keuangan UMKM dan pertumbuhan
usaha mereka.

2.3 Kerangka Konseptual

Wajib Pajak UMKM harus paham tentang kewajiban perpajakan,

kemampuan Wajib Pajak dalam memahami Peraturan Perpajakan ini cenderung

akan menjadikan Wajib Pajak yang tidak taat menjadi taat. Pemahaman

Kewajiban Perpajakan ini terdiri dari pemahaman tentang kepemilikan NPWP.

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara

perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan

kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan
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sebagai tanda pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakan dan manfaat NPWP salah satunya untuk memenuhi berbagai syarat
administrasi untuk pinjaman bank sehingga Wajib Pajak memiliki kesempatan
untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Pemahaman hak dan kewajiban
perpajakan, Wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak dan
mereka harus melakukan atau membayar pajak. Pemahaman atas sanksi
perpajakan Wajib Pajak tahu dan paham terhadap kewajiban perpajakan maka
akan paham pula terhadap sanksi yang akan diterima jika lalai atas kewajiban
perpajakan. Pemahaman mengenai tarif Wajib Pajak mengetahui adanya

perubahan Peraturan Perpajakan yang tarif awal 1% menjadi 0,5%.



Wajib Pajak Usaha
Mikro Kecil dan
Menengah Medan

Denai

\ 4

Pemahaman Wajib
Pajak UMKM
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Pemahaman
Tentang
Kepemilikan
NPWP

Pemahaman Hak
dan Kewajiban
Perpajakan

Pemahaman Atas
Sanksi Perpajakan

Pemahaman
Mengenai Tarif
Pajak

Kewajiban

Perpajakan

2.1 Gambar Kerangka Konseptual




BAB 1

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan penelitian untuk menemukan
pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu (Mukhtar,
2013 10). Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
tingkat Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
terhadap Peraturan Pemerintah tentang Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Denai.

3.2 Defenisi Operasional

Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang objek atau
kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan demikian defenisi
operasional variabel adalah defenisi yang disusun berdasarkan apa yang diamati

dan diukur tentang variabel dalam penelitian tersebut.

Analisis pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang kewajiban perpajakan
UMKM adalah kemampuan Wajib Pajak untuk memahami Peraturan Perpajakan
secara jelas, kemampuan dalam memahami Peraturan Perpajakan akan

menjadikan Wajib Pajak yang tidak taat menjadi taat. Semakin paham Wajib
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Pajak terhadap Peraturan Perpajakan, maka semakin paham Wajib Pajak terhadap
kewajiban perpajakan. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan
Perpajakan cenderung akan membuat Wajib Pajak menjadi tidak taat terhadap

kewajiban perpajakan.

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam undang-undang
nomor 16 Tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang
pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur
perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan
kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan
tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan

Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

Pengetahuan tentang Sistem Perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan yang
diterapkan di Indonesia adalah self asessment system yaitu pemungutan pajak
yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak
untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya

pajak yang harus dibayar.

Pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan
Peraturan Perundang-Undangan perpajakan. Indikator pemahaman Wajib Pajak

yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini adalah :
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1. Pemahaman Wajib Pajak mengenai kepemilikan NPWP.

Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan
diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk
pengadministrasian pajak.

2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan.
Apabila Wajib Pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai Wajib
Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar
pajak.

3. Pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan.

Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan,
maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang
akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak.

Aturan pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) direvisi terutama tarif yang sebelumnya 1% Kini
diturunkan menjadi 0,5%. Revisi Peraturan Perpajakan tersebut disahkan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Disahkannya PP 23

Tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut PP 46 Tahun 2013.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat

Tempat penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) yang ada di Kecamatan Medan Denai. Tempat penelitian dipilih
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dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan

mudah untuk diperoleh.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2022 sampai Oktober

2022. Adapun tabel jadwal penelitiannya sebagai berikut:

Bulan
No Kegiatan Juli Agustus | September | Oktober | November | Desember | Januari
112|3 2|3 1123|4123 4|1|2|3|4|1|2(3|4(1|2(3|4

1 Pra Riset
2 Pengajuan Judul
3 Riset
4 Penyusunan

Proposal
5 Bimbingan

Proposal
6 Seminar Proposal
7 Pengumpulan Data
8 Pengelolaan Data
9 Sidang Meja Hijau
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3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data
kualitatif. Data kualitatif ini diperoleh dari wawancara secara langsung dan

menyebarkan kuesioner kepada responden.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.
Data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam
penelitian ini berupa jawaban atas wawancara dan menyebar kuesioner
kepada 51 responden dari 400 populasi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Wawancara
Wawancara Yyaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah
pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara
adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang
yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan

mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.
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Secara garis besar wawancara dibagi menjadi dua yaitu wawacara
terstruktur dan wawancata tidak struktur. Wawancara struktur sering
disebut dengan istrilah wawancara baku, yang susunan pertanyaannya
sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang
disediakan. Wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan
pertanyaannnya dan susunan kata-katanya dalam setiap pertanyaan dapat
diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi
saat wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Wajib

Pajak pelaku UMKM.

Tabel 3.2

Kisi-Kisi Wawancara

Indikator Kisi-kisi Wawancara

Pemahaman Wajib Pajak
mengenai kepemilikan
NPWP

. Memberikan

. Pemahaman Wajib Pajak tentang tata

cara mengisi SPT, membuat laporan
keuangan, dan cara membayar pajak
yang benar.

informasi tentang

identitas Wajib Pajak yang sebenarnya.

Pengetahuan dan
pemahaman mengenai hak

dan kewajiban perpajakan

. Tata cara pelaporan pajak.

. Tata cara perhitungan dan pembayaran

pajak.

. Tata cara penyetoran pajak.

Pengetahuan dan
pemahaman atas sanksi

perpajakan

. Pengetahuan tentang denda yang

berlaku sebagai sanksi perpajakan.

Pengetahuan dan

. Peraturan perpajakan tentang tarif
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pemahaman mengenai tarif UMKM pada PP No. 46 Tahun 2016

pajak (Peraturan lama)

b. Peraturan perpajakan tentang tarif
UMKM pada PP No. 23 Tahun 2018

(Peraturan baru)

3.6 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik purposive sampling yaitu cara pengambilan sampel yang dilakukan
berdasarkan pertimbangan tsertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah 15 wajib

pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai dengan syarat:

1. Wajib Pajak UMKM harus paham bagaimana cara menyusun laporan
keuangan.
2. Wajib Pajak UMKM harus mempunyai laporan keuangan yang jelas.

3. Usaha yang dilakukan Wajib Pajak UMKM masih berjalan.

3.7 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, mendeskriptif
variabel-variabel penelitian yaitu pemahaman Wajib Pajak, kewajiban perpajakan
dan menganalisa objek yang akan diteliti. Tahap-tahap data yang dilakukan

sebagai berikut:

1. Menganalisis pemahaman Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Denai
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Menganalisis Wajib Pajk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
mengenai kepemilikan NPWP.

Menganalisis pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) tentang tata cara mengisi SPT.

Menganalisis pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) tentang cara membuat laporan keuangan.

Menganalisis pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) tentang tata cara membayar pajak.

Menganalisis pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak Usaha

Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada PP No. 46 Tahun 2013.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

Pada penelitian ini peneliti mengambil data berupa tabel daftar Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Medan Denai. Tabel
tersebut merupakan informasi pemilik usaha dan jenis usaha yang dimiliki. Dari
informasi tersebut peneliti mewawancarai dan menyebar kuisioner 51 dari 400
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Medan
Denai. Deskripsi data digunakan untuk mengetahui data pribadi atau karakteristik
responden berdasarkan Pendidikan, Jumlah Penjualan Tahunan dan Jenis Usaha.

Berikut ini merupakan Karakteristik responden berdasarkan :

a. Pendidikan

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase
SMA 28 54,9%
Diploma 14 27,5%
Sarjana 9 17,6%
Total 51 100%

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa responden dalam

penelitian ini sebagian besar di tingkat pendidikan SMA vyaitu sebanyak 28
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orang (54,9%), jenjang pendidikan Diploma sebanyak 14 orang (27,5%)

dan jenjang pendidikan Sarjana sebanyak 9 orang (17,6%).

b. Jumlah Penjualan Tahunan

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Penjualan Tahunan

Penjualan Tahunan Jumlah Persentase
5.000.000-10.000.000 29 56,9%
10.000.000-50.000.000 18 35,3%
50.000.000-100.000.000 4 7,8%
Total 51 100%

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa pendapatan
tahunan responden dalam penelitian ini sebagian besar di tingkat
5.000.000-10.000.000 yaitu sebanyak 29 orang (56,9%), 10.000.000-
50.000.000 yaitu sebanyak 18 orang (35,3%) dan 50.000.000-100.000.000

yaitu sebanyak 4 orang (7,8%).

c. Jenis Usaha

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha Jumlah Persentase
Dagang 34 66,6%
Jasa 17 33,3%
Industri 0 0%
Total 51 100%
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4.2.

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa jenis usaha
responden dalam penelitian ini paling banyak adalah dagang yaitu
sebanyak 34 orang (66,6%) dan jenis usaha jasa sebanyak 17 orang

(33,3%) dan jenis usaha industri sebanyak 0 (0%).

Berdasarkan data diatas, penulis mewawancarai sebanyak 51
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Denai
dan membagikan kuisioner untuk mengetahui pemahaman pemilik Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kewajiban perpajakan

tentang tarif pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Analisis Data

4.2.1. Hasil Wawancara

Dari wawancara yang dilakukan pada pelaku Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Denai peneliti

mendapatkan hasil wawancara sebagai berikut :

a. Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kepemilikan

NPWP

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai
kepemilikan NPWP cara mengisi SPT, membuat laporan keuangan

dan cara membayar pajak :
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1. Sebanyak 38 responden mengatakan bahwa mereka tidak
mengetahui tata cara pembayaran pajak yang benar, 5
responden mengatakan mengetahui cara pembayaran pajak
yang benar dan 8 orang responden mengetahui cara
pembayaran pajak yang benaar akan tetapi tidak mau
membayar pajak. Dari 51 Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) vyang peneliti wawancarai dapat
diketahui bahwa lebih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) vyang tidak paham mengenai
ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Seperti yang
dikatakan oleh salah satu responden Ibu Eva Ermayani
pemilik usaha butik Yasminie Boutique “saya baru
mengurus surat izin usaha ini, karena sebagai syarat untuk
pinjaman ke bank. Saya tidak mengetahui tentang peraturan
pajak yang berlaku untuk UMKM dan saya juga tidak
membayar pajak”. Dan Bapak Ardi Hermawan, pemilik
usaha bengkel “saya tidak membayar pajak untuk usaha
saya, karena penghasilan yang saya punya juga tidak tetap
dan saya juga tidak mengerti tata cara membayar pajak”.

2. Sebanyak 6 responden yang memiliki NPWP menyatakan
NPWP berguna untuk menjaga Kketertiban dalam
pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan

dan 13 responden mengatakan bahwa mereka memiliki
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NPWP hanya sebagai persyaratan pengajuan kredit ke
bank.

3. Sebanyak 4 responden mengetahui cara membuat laporan
keuangan yang benar, 26 responden lainnya hanya
menggunakan pencatatan biasa dan tidak akurat dan 21
responden lain tidak melakukan pencatatan. Dari 51 Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) vyang peneliti
wawancarai dapat diketahui lebih banyak pelaku UMKM
yang melakukan pencatatan secara sederhana dan tidak
akurat.

b. Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Hak dan

Kewajiban Perpajakan, Tata cara Pelaporan Pajak, Tata

cara Perhitungan dan Pembayaran Pajak serta Tatacara

Penyetoran Pajak

Berikut merupakan jawaban responden tentang Hak dan
Kewajiban Perpajakan, Tata cara Pelaporan Pajak, Tata cara
Perhitungan dan Pembayaran Pajak serta Tatacara Penyetoran

Pajak :

1. Dari 51 responden yang mengetahui tata cara pelaporan
SPT hanya 2 responden, sementara responden yang lainnya
tidak mengetahui tata cara pelaporan pajak. Dikarenakan
kurangnya pemahaman tentang pajak maka banyak pelaku

UMKM yang tidak mengetahui tentang perpajakan seperti
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yang dikatakan oleg Bapak Andi pemilik Usaha Musik
“saya tidak mengetahui tentang perpajakan dan tidak
membayar pajak karena usaha saya tidak mencapai target”.

2. Sebanyak 15 responden yang mengetahui tata cara
perhitungan pajak dan mereka mengetahui Peraturan
Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan dasar pengenaan
tarif pajak 0,5%. Dari 51 responden yang peneliti
wawancarai dapat diketahui bahwa lebih banyak pelaku
UMKM vyang tidak mengetahui tentang tata cara
perhitungan pajak.

3. Dari 51 responden hanya 2 responden yang mengetahui tata
cara penyetoran pajak dan melakukan penyetoran pajak.
Dan 49 responden lainnya tidak mengetahui tata cara
penyetoran pajak dan tidak melakukan penyetoran pajak.
Dari 51 responden yang peneliti wawancarai dapat
diketahui bahwa banyak pelaku UMKM yang tidak paham
tentang tata cara penyetoran pajak dan kurangnya
kesadaran diri untuk melakukan kewajiban perpajakan.

c. Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang denda yang

berlaku sebagai sanksi perpajakan

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai
pengetahuan wajib pajak UMKM tentang denda yang berlaku

sebagai sanksi perpajakan :
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1. Dari 51 responden yang mengetahui adanya sanksi yang
dikenakan jika tidak patuh dalam bayar pajak hanya 8
responden sementara 43 responden lainnya tidak
mengetahui adanya sanksi yang dikenakan jika tidak patuh
dalam pembayaran pajak. Akibat kurangnya pengetahuan
tentang perpajakan maka banyak wajib pajak yang
mengabaikan sanksi yang berlaku.

2. Terdapat 8 responden yang mengetahui sanksi pajak yang
dikenakan jika tidak patuh dalam pembayaran pajak.
Seperti yang dikatakan Bapak Rizky pemilik toko kaca
“saya mengetahui sanksi apa saja yang dikenakan jika tidak
patuh, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi
administratif seperti denda dan sanksi pidana seperti
kurungan pidana yang disesuaikan dengan tindak
pelanggaran dan tindak kejahatan”.

d. Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang perubahan Tarif

Pajak yang berlaku

Berikut ini  merupakan jawaban responden mengenai

pemahaman wajib pajak UMKM tentang perubahan tarif pajak

yang berlaku :

1. Dari 51 responden hanya 10 responden yang mengetahui

adanya perubahan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun

48



2013 menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018
tentang Tarif UMKM.

2. Sebanyak 10 responden mengatakan bahwa mereka
mengetahui dasar pengenaan pajak berubah dari 1%
menjadi 0,5% dari omset perhitungan pajak penghasilan.

4.2.2. Pembahasan
a. Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang

Kepemilikan NPWP

Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai
tentang kepemilikan NPWP masih tergolong rendah. Masih
banyak UMKM yang tidak mengetahui guna NPWP dan tidak
mempunyai NPWP. Dan sebagian besar pelaku UMKM tidak
paham mengenai ketentuan umum tata cara perpajakan sehingga
tidak terlaksananya pembayaran pajak. Seperti yang dikatakan
oleh Bapak Rizky, pemilik usaha Toko Kaca Rizky Jaya “saya
baru mengurus surat izin usaha ini, karena sebagai syarat untuk
pinjaman ke bank. Saya tidak mengetahui tentang peraturan pajak

yang berlaku untuk UMKM dan saya juga tidak membayar pajak.”

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nurpratiwi et al.,
2013) yang menyatakan bahwa penepatan kebijakan pajak
penghasilan final Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013
dengan Dasar Pengenaan Pajak melalui omset memicu kontroversi

ditinjau dari keadilan. Dikarenakan peraturan ini teidak dipeduli
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apakah Wajib Pajak pemilik UMKM mengalami kerugian dalam
usahanya. Selain itu, karena bersifat final kerugia pun tidak dapat
dikonpensasikan. Selain itu hak dari Wajib Pajak orang pribadi
untuk mendapatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
sebagai pengurangan penghasilan yang dikenai pajak tidak dapat
digunakan lagi. Dengan demikian, tidak ada lagi pertimbangan
jumlah keluarga yang harus dihidupi, pengusaha dengan omset
yang sama harus membayar pajak yang sama walaupun status dan

tanggungan mereka berbeda.

b. Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang
Tata cara Pelaporan Pajak, Tata cara Perhitungan dan
Pembayaran serta Tata cara Penyetoran Pajak ?

Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai sebagian
besar belum mengetahui tentang tata cara pelaporan pajak
dikarenakan kurangnya pemahaman tentang perpajakan. Dan
pelaku UMKM merasa terbebani jika harus membayar pajak
karena omset usaha yang mereka jalankan tidak memenuhi target
bahkan ada yang mengalami kerugian. Seperti yang dikatakan
oleh ibu Syam sebagai pemilik usaha Bunda Olshop “saya tidak
mengetahui tentang bayar pajak, saya hanya mengurus izin usaha
saja dan tidak membayar pajak. Dan saya sangat terbebani jika
harus membayar pajak karena pengahasilan usaha saya juga tidak

tentu. Jadi saya tidak memikirkan tentang pajak yang harus saya
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tanggung”. Begitu juga dengan Bapak Agung sebagai pemilik

Usaha MIPA Service Sepeda Motor “saya tidak membayar pajak

dan hal itu memberatkan saya karena usaha ini omsetnya masih

rendah”.

c. Perbedaan Pengetahuan dan Pemahaman dari Wajib
Pajak yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki
NPWP ?

Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai sebagian
yang memiliki NPWP benar-benar melakukan pembayaran pajak
dan paham tentang Peraturan Pemerintah yang baru, sedangkan
sebagian Wajib Pajak UMKM juga ada yang memiliki NPWP dan
melakukan pembayaran pajak tetapi tidak paham dengan
Peraturan Pemerintah yang baru dikarenakan kurangnya update
berita baru serta ketidak ingin tahuan untuk informasi tentang
pembayaran pajak dan kepemilikan NPWP hanya untuk
melakukan pinjaman ke Bank. Serta sebagian besar Wajib Pajak
UMKM tidak memiliki NPWP dikarenakan tidak ingin membayar
pajak dan merasa sangat terbebani atas pembayaran pajak.

d. Bagaimana Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak
UMKM tentang Perubahan Tarif Pajak yang berlaku ?
Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan

Denai tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 masih

tergolong rendah. Masih banyak UMKM yang tidak mengetahui
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peraturan tersebut. Dengan pengenaan dasar tarif 1% dari omset
bruto juga tidak banyak diketahui oleh Wajib Pajak UMKM.
Maka, sebagian besar UMKM di Kecamatan Medan Denai tidak
melakukan Kewajiban Perpajakannya. Seperti yang dikatakan oleh
Bapak Rizky, pemilik usaha Toko Kaca Rizky Jaya “saya baru
mengurus surat izin usaha ini, karena sebagai syarat untuk
pinjaman ke bank. Saya tidak mengetahui tentang peraturan pajak
yang berlaku untuk UMKM dan saya juga tidak membayar pajak.”

Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai sebagian
besar juga belum mengetahui adanya perubahan Tarif Pajak
UMKM, Tarif Pajak yang sebelumnya dikenakan 1% dari omset
bruto kini dipotong Tarif Pajaknya menjadi 0,5% dari omset bruto.
Dari hasil wawancara peneliti menemukan masih banyak UMKM
yang tidak mengetahui akan perubahan peraturan tersebut. Seperti
yang dikatakan oleh ibu Syam sebagai pemilik usaha Bunda
Olshop “saya tidak mengetahui adanya perubahan peraturan
pemerintah tentang Tarif Pajak. Pengahasilan usaha saya juga
tidak tentu. Jadi saya tidak memikirkan tentang pajak yang harus
saya tanggung”. Begitu juga dengan Bapak Agung sebagai pemilik
Usaha MIPA Service Sepeda Motor “saya belum mengetahui
adanya perubahan Peraturan Pemerintah dan saya belum

mendapatkan informasi tentang perubahan peraturan tersebut”.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang
Kewajiban UMKM di Kecamatan Medan Denai yang dibahas sebelumnya, maka

dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan masih rendah. Tingkat
kesadaran pelaku UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan menjadi salah
satu faktor penyebab tidak patuhnya dalam melaksanakan kewajiban
membayar pajak.

2. Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai tentang
Hak dan Kewajiban Perpajakan, Tata cara Pelaporan Pajak, Tata cara
Perhitungan dan Pembayaran Pajak serta Tata cara Penyetoran Pajak
masih rendah. Omset perbulan tidak mencapai target menjadi penyebab
Wajib Pajak tidak patuh dalam perpajakan.

3. Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai tentang
denda yang berlaku sebagai sanksi perpajakan masih rendah.
Penyebabnya yaitu tingkat kesadaran dan tidak ingin mencari tahu
tentang sanksi apa saja yang diperoleh Wajib Pajak jika tidak patuh
dalam perpajakan.

4. Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Peraturan Pemerintah No. 46

Tahun 2013 masih sangat rendah dan kurangnya sosialisasi terhadap
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masyarakat dan para Wajib Pajak UMKM menjadi salah satu faktor
penghambat pelaksaan peraturan ini. Dan Wajib Pajak UMKM di
Kecamatan Medan Denai masih banyak yang tidak mengetahui tentang
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Wajib pajak juga belum
mengetahui tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif. Serta
Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai masih belum memiliki

laporan yang jelas dan belum menyusunnya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran-saran

yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kantor pajak setempat memberikan sosialisasi dan dampingan
kepada UMKM untuk menumbuhkan Kkesadaran dan kepatuhan
perpajakan. Sosialisasi dapat dipadukan dengan peningkatan kapasitas
UMKM secara umum agar UMKM tidak merasakan kekhawatiran akan
ditekan melunasi Kewajiban Perpajakan.

2. Untuk pelaku UMKM sebaiknya menyaring lagi informasi yang penting
dari media agar tidak memperoleh informasi yang negatif untuk masing-
masing pelaku Wajib Pajak dan pelaku UMKM sebaiknya lebih aktif
mengikuti Peraturan Perpajakan yang sering mengalami perubahan dan
mulai mempelajari pembukuan sederhana untuk UMKM agar mendukung

pengembangan usaha dan kepatuhan terhadap Kewajiban Perpajakan.
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Pedoman Wawancara

Indikator

Kisi-kisi Wawancara

Pemahaman  Wajib  Pajak

mengenai kepemilikan NPWP

. Pemahaman Wajib Pajak tentang tata cara

mengisi SPT, membuat laporan keuangan,

dan cara membayar pajak yang benar.

. Memberikan informasi tentang identitas

Wajib Pajak yang sebenarnya.

Pengetahuan dan pemahaman
mengenai hak dan kewajiban

perpajakan

. Tata cara pelaporan pajak.
. Tata cara perhitungan dan pembayaran

pajak.

. Tata cara penyetoran pajak.

Pengetahuan dan pemahaman

atas sanksi perpajakan

. Pengetahuan tentang denda yang berlaku

sebagai sanksi perpajakan.

Pengetahuan dan pemahaman

mengenai tarif pajak

. Peraturan perpajakan tentang tarif UMKM

pada PP No. 46 Tahun 2016 (Peraturan

lama)

. Peraturan perpajakan tentang tarif UMKM

pada PP No. 23 Tahun 2018 (Peraturan

baru)
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Kuisioner Penelitian
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir skripsi yang sedang saya
lakukan, perkenalkanlah saya Ade Dzikra Khairani mahasiswi dari Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemahaman Wajib
Pajak UMKM Tentang Kewajiban PerpajakanUMKM di Kecamatan Medan
Denai” untuk mengetahui gambaran tentang seberapa jauh pemahaman Bapak/Ibu

dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak.

Melalui kesempatan ini saya memohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjadi
responden dan menjawab seluruh pernyataan dan pertanyaan yang telah
disediakan (terlampir). Untuk itu saya mengharapkan responden menjawab
pernyataan dan pertanyaan secara objektif karena tidak akan mempengaruhi status
penilaian Bapak/Ibu sebagai reesponden. Demikian pengantar ini saya buat, atas

perhatian serta bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Ade Dzikra Khairani
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Pernyataan Demografi

Mohon kesediaan Bapak/lIbu mengisi jawaban dan memberi tanda silang (X) pada

pertanyaan berikut :

1. Nama :

2. Jenis Kelamin L P [ L

3. Usia :

4. Tingkat Pendidikan :[ ] SMA [ | Diploma [ ]Sarjana (S1)
5. Jenis Usaha [ | Dagang [ JJasa [ ]industri

6. Nama Usaha

7. Omset Pertahun [ ] sjt-10jt [ ] 10jt-50jt [ ]50jt-100jt

*wajib diisi
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Petunjuk Pengisian Kuisioner Bagian I, I1, dan 111

Mohon Bapak/Ibu membaca dengan teliti dan cermat untuk setiap
pernyataan berikut ini dan menjawab pertanyaan sesuai dengan kondisi anda saat
ini. Diharapkan setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban. Setiap angka mewakili
tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu. Pilihlah jawaban untuk setiap

pertanyaan :

Keterangan Bagian | dan 11

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Keterangan Bagian 111
B = Benar

S = Salah

Bagian | Kepatuhan Wajib Pajak

No. Pertanyaan SS S TS STS
1. | Wajib Pajak yang memiliki penghasilan
wajib mendaftarkan diri untuk

memperoleh NPWP.

2. | Untuk mendapatkan NPWP (Nomor
Pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan
diri secara sukarela ke Kantor Pelayanan
Pajak terdekat.
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3. | Saya  melakukan  pencatatan  atas
pendapatan yang saya peroleh dari usaha
saya.

4. | Pencatatan keuangan merupakan salah
satu hal yang penting dari usaha saya.

5. | Saya mengisi SPT sesuai dengan tepat
waktu.

6. | Saya menghitung pajak yang harus saya
bayar sesuai dengan yang sebenarnya.

7. | Saya melaporkan SPT (Surat
Pemberitahuan) dengan tepat waktu.

8. | Saya membayar pajak sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan
perpajakan yang berlaku.

9. | Saya membayar pajak sebelum dilakukan
pemeriksaan.

10. | Saya tidak membayar pajak karena saya
merasa terbebani apabila membayar pajak.

Bagian Il Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

No. Pertanyaan SS S TS STS

1. | Saya mengetahui bahwa PP No. 46 Tahun
2013 sudah wajib dilaksanakan mulai 1
januari 2014 sampai sekarang.

2. | Saya mengetahui bahwa saya memenuhi
kriteria menjalankan PP No. 46 Tahun
2013 karena omset yang saya dapatkan
kurang dari atau sama dengan 4,8 M.

3. | Saya mengetahui PP No. 46 Tahun 2013
merupakan Pajak Penghasilan yang
bersifat final.

4. | Saya mengetahui bahwa syarat untuk dapat
mengikuti PP No. 46 Tahun 2013 adalah
wajib pajak yang tidak termasuk bentuk
usaha tetap.

5 |PP  No. 46 Tahun 2013 adalah
mempermudah saya dalam melakukan
perhitungan pajak.
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6. | Saya tidak wajib menyelenggarakan
pembukuan karena memenuhi syarat
mengikuti PP No. 46 Tahun 2013.

7. | Saya mengetahui besarnya pajak yang
harus dibayarkan adalah 1% dihitung dari
total omset satu tahun merupakan Prosedur
pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013.

8. | Saya mengetahui  bahwa  prosedur
pembayaran pajak berdasar PP No. 46
Tahun 2013 dilakukan dengan angsuran
setiap bulan.

9. | Saya merasa beban administrasi menjadi
ringan sejak adanya PP No. 46 Tahun
2013.

Bagian Il Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

No. Pertanyaan SS S TS STS

1. | Saya mengetahui bahwa PP No. 46 Tahun
2013 sudah berubah menjadi PP No. 23
Tahun 2018

2. | Saya mengetahui PP No. 23 Tahun 2018
merupakan Pajak Penghasilan  yang
bersifat final.

3. |PP No. 23 Tahun 2018 adalah
mempermudah saya dalam melakukan
perhitungan pajak.

4. | Saya mengetahui besarnya pajak yang
harus dibayarkan adalah 0,5% dihitung
dari total omset satu tahun merupakan
Prosedur pelaksanaan PP No. 23 Tahun
2018.

Bagian 111 Pengetahuan Perpajakan

No. Pertanyaan B S

1. | Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan
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yang bersifat memaksa.

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang
diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana
dalam  administrasi perpajakan  yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan.

Surat Pemberitahuan Pajak adalah surat
pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau
bagian Tahun Pajak.

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan dua
metode vyaitu Online Banking dan setor
langsung.

Langkah pertama untuk membayar pajak harus
mengisi Surat Setoran Pajak terlebih dahulu
yang dapat diambil di kantor pajak atau
mengunduh melalui internet.

Dalam pengisian Surat Setoran Pajak, wajib
terlebih dahulu mengisi Nomor Pokok Wajib
Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai
bukti bahwa wajib pajak telah terdaftar di
Direktorat Jendral Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak berguna untuk
menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak
dan dalam pengawasan administrasi
perpajakan.

10.

Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri
untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak
akan dikenakan sanksi pidana.

11.

Surat Tagihan Pajak dan Surat Keterangan
PajakKurang bayar merupakan dasar penagihan
pajak.

12.

Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau
menunda pembayaran pajak dengan dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
perbulan dari jumlah pajak yang masih harus
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dibayar.

13.

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun
Wajib Pajak badan wajib menyelenggarakan
pembukuan.

14.

Wajib Pajak yang tidak harus melakukan
pembukuan apabila telah melakukan pencatatan
atas penghasilan neto.

15.

Pembukuan harus mencerminkan keadaan atau
kegiatan usaha yang sebenarnya.
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MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JI. Knpten Mukhtar Basel No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMONONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2576/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/8/2/2022

Kepada Yth, Medan, 8/2/2022
Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ade Dzikra Khairani

NPM : 1805170129

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proscs penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:
Identifikasi Masalah : 1. Sanksi perpajakan yang belum efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak.

2. Pengetahuan pajak dari wajib pajak orang pribadi kurang baik. Begitu pula dengan
kesadaran wajib pajak yang kurang tinggi.

3. Perlunya sosialisasi perpajakan yang baik dari Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib
pajak orang pribadi daerah potensi pajak

Rencana Judul : 1. Analisis Kepuasan Wajib Pajak terhadap Pelayanan
2. Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty terhadap Peningk Wajib Pajak
3. Pengaruh Kualitas Pel Pajak, Pemah P Perpajakan serta Sanksi

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan
Objek/Lokasi Penelitian ~ : PT. BANK SUMUT PUSAT MEDAN

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya

Hormat Saya
P ryhon

(Ade Dzjlga Khairani)
#

Lembaran ini dinyatakan sah jka nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan [udul cnline. Halaman ke 1 dan 2 halam,
an
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MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

J1 Kapten Mukhtar Basel No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2576/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/8/2/2022

Nama Mahasiswa : Ade Dzikra Khairani

NPM 1805170129

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajokan

Tanggal Pengajuan Judul : 8/2/2022

Nama Dosen pembimbing” : Hj. Hafsah, SE., M.Si (01 Maret 2022)

Judul Disetujui* fnalists Pemahaman Wojib_ fojale UMkm

Tentang  Kaxjban  fcpajglan  UMxmM
di Xecanatan VMedan Dena

Dosen Pembimbing
( )
Veterungan
#) 1um oleh YEnpEan ¥TOgrED Studs
*%) Dyt oleh Dosen Pembimbang
Sacld dratdan oleh Frod dan Dosen panbenbung dine g Judel Sapa™

Lembaran ini dinyatakan sah [ia nomor agenda sama dengan nomor sgenda pada saal penga)uan judul anline Melamen ke 2 den 2 halaman
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MAJELIS PENDIDIKAN TINGGE PENELITIAN & PENGENMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHANMADIVAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

u M SU UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keput Badan Akradi lonal Perg Tinggi No. BY/SK/BAN-PT/Akred/PT/II2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basrl No. 3 Madan 20238 T-Ip (omwmo - 86224567 Fax. (m)msm - 6631003
'c"‘"l %00 hitp:/ffeb umsu ac.Id ™ fob@umsu.ac.id n d. d:

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

f\()l\l()I{ l‘)60/|(.8/l| 3- AIIIUMA
Assalamu ‘alaikum Warahmatulluhi Wabarakatuh
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatcra Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penclitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sckretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal 1 09 Maret 2022

Dengan ini menctapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ade Dzikra Khairani
NPM : 1805170129
Semester : VIII (Dclapan)
Program Studi : Akuntansi

Judul Proposal / Skripsi  : Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban
Perpajakan UMKM di Kecamatan Medan Denai

Dosen Pembimbing : Hj. Hafsah, SE., M.Si
Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UMSU.

2. Peclakasanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar
Proposal ditandai dengan Surat Penctapan Dosen Pembimbing Skripsi

3. Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan ™ BATAL ™ bila tidak sclesai scbelum Masa
Daluarsa tanggal : 07 Juli 2023

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 08 Dzulhijjah 1443 H
07 Juli 2022 M

.. Dekan

NIDN : 0109086502

‘Tembusan :
1. Pertinggal

f@d STARS
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MAJELIS PENDIDIKAN TINGGEPENELTTIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

U M SU UMSU Terakreditasi A B Kan Key Badan Akredi Perguruan Tinggi No. 89/SK/IBAN-PT/Akred/PTAIN019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basrl No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Unggul | Cerda

[y —

Terperc,
. " ¥ http:/Mfeb.umsu.ac.id ™ feb@umsu.ac.id n dan @) d: ] d.

e

Nomor : 1957/11.3-AU/UMSU-05/F/2022 Medan, 08 Dzulhijjah 1443 H
Lampiran : - 07 Juli 2022 M
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
JIn. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan
di-
Tempat

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami
memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa
kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan
skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (
S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara tersebut adalah:

Nama : Ade Dzikra Khairani

Npm : 1805170129

Program Studi  : Akuntansi

Semester : VIII (Delapan)

Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan

UMKM di Kecamatan Medan Denai

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

I, Jinuri, SE.. MM.. M.Si
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Pertinggal
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PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id., Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070/ [27o /Balitbang/2022

Berdasarkan Surat Keputusan Wallkota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13

November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November

2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan
setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 1957/11.3-AU/UMSU-05/F/2022. Tanggal: 07 Juli 2022.

_Hal: Izin Riset Pendahuluan.

Badan Penelitian .dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan 3urat
Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Ade Dzikra Khairani.

NPM : 1805170129.

Program Studi : Akuntansi.

Lokasi : Kecamatan Medan Denai.

Judul . “Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban
Perpajakan UMKM di Kecamatan Medan Denai.”.

Lamanya : 3 (Tiga) Bulan.

: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara.

Penanggung Jawab

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan
Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.

2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.

Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang
telah direkomendasikan.

4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat
lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui
Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).

5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat
rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada
Pemerintah Kota Medan.

6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di B Medan.
Pada Tanggal : 19 Juli 2022

a.n. KEPALA BALITBANG KOTA MEDAN
... -SEKRETARIS,

T X §
Pra. :SITR MHRANT HASIBUAN
< PEM Nzy'nc.r
NIP. 19‘§6'1'a0%r'198603 2 002
T T W

e

Tembusan :
_Walikota Medan, (sebagai laporan).

1
2. Camat Medan Denai.
3
4q

. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
. Rrsip.
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PEMERINTAH KOTA MEDAN

KECAMATAN MEDAN DENAI
J1. Pancasila No. 96 Telp. (061)-7322190

MEDAN

Nomor
Lamp
Perihal

107076\

: 1zin Penclitinn

1.

Medan, 2\ Juli 2022
Kepada Yth:

Bapak Lurah Denai

di

Medan

Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota
Medan Nomor : 070 /1372/Balitbang/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal seperti

pokok surat di atas, maka dengan ini disampaikan bahwa :

Nama
NIM
Judul

Lokasi

Penanggung jawab

Ade Dzikra Khairani

1805170129

“Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang
Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan
Medan Denai ”

Kecamatan Medan Denai

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara

Berkaitan dengan hal di atas, dengan ini di sampaikan bahwa kami tidak merasa
keberatan untuk melakukan Izin Penelitian selama 3 (tiga) Bulan mulai dari
tanggal 19 Juli s/d 19 Oktober 2022

Peserta yang melakukan kegiatan harus memenuhi ketentuan yang berlaku di

wilayah Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai

4. Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.

YOGA BUDI PR A IRAWAN/SSTP, Msi
P ENAT ATKIL
NIP. 198504 19200412 1 001
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MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUIHTAMMADIYAH SUMATERA UTARA

l
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JL Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

“ 1) Cordins | TEIPSTaYa

’&——’. 3“ u’ “ ‘3“,“1)‘}/ ’)
BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap ¢ ADE DZIKRA KIHAIRANI

N.P.M : 1805170129

Dosen Pembimbing:  11j. HAFSAIL, SE., M.Si

Program Studi ¢ AKUNTANSI

Konsentrasi ¢ AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Penclitian @ ANALISIS PEMAHIIAMAN  WAJIB PAJAK  UMKM
TENTANG KEWAJIBAN PERPAJAKAN UMKM DI
KECAMATAM MEDAN DENAI

Tanggal Hasil Evaluasi Tanggal

Reualisan o po-Bark
BAB 1 2 a ) 7
fevonena A pugdes /"

| Bobeics bet 2 |, |
BAB 3 Brb 3 bola 204 = /1o .
vt | Defar pust naelil|

Instrumen 8 -
Pengumpulan ~ S
Data 1o, . otzﬁ [0 -
Penelitian

Persetujuan

: Tt It ) @
Seminar S e Q?Sa‘ [npé/n?:?h / ’jﬂ:
Proposal [8 16
Medan, Oktober 2022

Diketahui olch: Disetujui oleh:
Ketua Program Studi Dosen Pembimbing

=2

HANUM, S.E,, M.Si) Hj. HAFSAH, SE.

Paraf
Dosen

TR
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MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JI. Kapt. Muchtar Basri No, 3 & (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini Senin, 07 November 2022 telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi
menerangkan bahwa :

Nama 1 Ade Dzikra Khairani

NPM. 1 1805170129

Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 03 Februari 2001

Alamat Rumah : JIn. Megawati Gg. Damai Dalam

Judul Proposal : Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan

UMKM di Kecamatan Medan Denai
Disetujui / tidak disetujui *)

Item Komentar

JUANE | sseeasosmaseosnsmimsssmnme s s e s il o R e SR s e ee

fnc \oolca% wal ala Agerurt kanw }c;wn‘utm/\
ab | - o ~ Numuban Waagalg
Bab 1 -1 'hnh]:\h-?‘h e ‘MHAL\‘,\‘ ............. e P\&[U. ..... o t\‘“\dl okt eeseerennaer

Bab Il | e L s
fartaa @ O‘Jua.nmnl

Bab 111 B T —
S"Lgkm;dklca ’\l&&\\h\ 28 VTN Luteu }*QW«\

Lainnya e Pusbais o S\NM}DW\.\« ...... AT s

Kesimpulan O Lulus
[ Tidak Lulus

Medan, 07 November 2022

TIM SEMINAR

Ketua : Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. ﬂw- HaM M.Si Riva Ubar Harahap, SE., Ak., MSi., CA., CPA
Pembimbing Pembandin,

OPP‘% K
Hj. Hafsah, SE., M.Si Assoc. Profs W M.Si
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MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

‘ FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMsuU JI. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

PENGE SAIIAN PROPOSAL
Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Senin, 07
November 2022 menerangkan bahwa:

Nama : Ade Dzikra Khairani

NPM 1 1805170129

Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 03 Februari 2001

Alamat Rumah :JIn. Megawati Gg. Damai Dalam

Judul Proposal . Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan

UMKM di Kecamatan Medan Denai

Proposal dinyatakan syah  dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan
pembimbing : Hj. Hafsah, SE., M.Si

Medan, 07 November 2022
TIM SEMINAR
Ketua Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. a Hanum, Riva Ubﬁ Si., CA., CPA
Pembimbmg Pembanding
Hj. Hafsah, SE., M.Si Assoc. Prof.“Pr7Zulia Hanum

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan 1

Assoc. Prof, Dr. Ade Gunatvan, SIE/M.Si
NIDN : 0106087601
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MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

U M s u UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Kep Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Unggut | cerdas | TerPercara 3 http:/ffeb.umsu.ac.id ™ feb@umsu.ac.id  f] (o] d: [ v ] d: d:
Nomor : 65/11.3-AU/UMSU-05/F/2023 Medan, 13 Jumadil Akhir 1444 H
Lamp. fim 06 Januari 2023 M
Hal : Menyelesaikan Riset
Kepada Yth.

Bapak/ Ibu Pimpinan

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
JIn. Kapten Maulana No. 2 Medan

Di-

Tempat

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan
bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di
perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk melanjutkan Penyusunan / Penulisan
Skripsi pada Bab IV — V, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat
keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu
persyaratan dalam penyelesaian program studi Strata Satu ( S1 ) di Fakultas Ekonomi Dan
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	Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Jayanto, 2010). Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang...
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	3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
	2. Self Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-ciri Self Assessment System yaitu:
	1) Tanggung jawab untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
	2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
	3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
	3. Withholding System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung jawab kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri Withholding Sys...
	2.1.6 Pemahaman Wajib Pajak

	a. Pengertian Pemahaman Wajib Pajak
	Pemahaman wajib pajak sangatlah mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap ketentuan Peraturan-peraturan Perundang-undangan Perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa tidak ...
	b. Indikator Pemahaman Wajib Pajak
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	1. Kewajiban memiliki NPWP, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
	2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
	3. Pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan mereka.
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	Terbitnya Peraturan Pemerintah baru ini yaitu untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara  memberikan kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak penghasilannya dan untuk meningkatkan pemaham...
	2.1.9 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

	2.2  Penelitian Terdahulu
	Tabel
	Penelitian Terdahulu
	2.3 Kerangka Konseptual


